
 
BUPATI PANGANDARAN 
PROVINSI JAWA BARAT  

 
PERATURAN BUPATI PANGANDARAN 

NOMOR   11.A TAHUN 2017 
 

TENTANG  
 
PERUBAHAN ATASPERATURAN BUPATI PANGANDARANNOMOR 01 TAHUN 2017 

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM RANGKA 
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

BUPATI PANGANDARAN,  
 

Menimbang : a. bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan Dalam Rangka 
Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipildi 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah 
ditetapkandengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 01 
Tahun 2017; 

  b. bahwadalam rangka memenuhi aspek kewajaran dan 
kesetaraan dalam pemberian tambahan penghasilan antara 
pejabat fungsional auditor dan pejabat struktural serta 
Pegawai Negeri Sipil yang memiliki beban tugas tertentu, 
perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati 
Pangandaran Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberian 
Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Peningkatan 
Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten  Pangandaran; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkanPeraturan 
Bupati tentang Perubahan AtasPeraturan Bupati 
Pangandaran Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberian 
Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Peningkatan 
Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Pangandaran. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme; 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan  Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah; 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa 
Barat; 

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara; 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014   tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan;  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti 
Pegawai Negeri Sipil; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah;  

13. Peraturan Pemerintah  Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan  Presiden  Nomor  97 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 
Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai 
Negeri Sipil; 

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,  
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan 
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  

19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Analisis Jabatan;  

20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Evaluasi Jabatan;  

21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

23. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 
Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum 
Pegawai Negeri Sipil; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 26 Tahun 
2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Pangandaran; 

26. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi 
serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten 
Pangandaran; 

27. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 01 Tahun 2017 
tentang tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Dalam 
Rangka Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.; 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURAN 

BUPATI PANGANDARANNOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG 
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM RANGKA 
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  PANGANDARAN. 

 
Pasal I 

 

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 01 Tahun 
2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Peningkatan 
Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipildi Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Pangandaran, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
I Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran. 
 
 

   
  Ditetapkan di Parigi 

pada tanggal 3 Pebruari 2017 

BUPATI PANGANDARAN, 
 

             Ttd/cap 
 

H. JEJE WIRADINATA 
Diundangkan di Parigi 
pada tanggal 3 Pebruari 2017 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PANGANDARAN 
 

Ttd/cap 
 

MAHMUD 
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 
TAHUN 2017 NOMOR  11.A 
 
 
 

 
 
 


